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TOPIK UTAMA

KEKERASAN POLITIK DAN KERUSUHAN SOSIAL
DALAM PEMILUKADA

Oleh : Ari Pradhanawati

Abstract:
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Demokratisasi di Indonesia saat ini sudah
menjadi perhatian dunia luar yaitn sejak
disclenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden (Pllprcs] 2004 secara langsung dan
Pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah (Pilkada) 2005 vang sckarang discbul
dengan Pcmilukada. Tetapi hal ini mcrupakan
sebuah realitas bahwa demokrasi di Indonesia
harus dipahami scbagai bangunan demokrasi yang
masih rapuh dan tidak sedikit dana yang
dibutnhkan demi scbuah  pemilihan-pemilihan
pejabat politik relected officials) vang legitimate.
Schingga banvak hal vang perlu disikapi
schubungan dengan proses dan hasil pemilukada
vang scringkali menimbulkan  ketidakpuasaan

rakyvat dalam bentuk kekerasan sampai melakukan

eugatan ke mahkamah konstitusi (MK).
Kectidakpuasan rakyal terhadap
demokratisasi khususnya dalam penyeclengaraan
pemilukada dimulai dari daftar pemilih vang
kurang akurat schingga menycbabkan banyak
pemilih vang tidak masuk dalam daftar pemilih
tetap (DPT), pemilih ganda. persoalan pencalonan
misalnya penggunaan ijazah palsu atau dugaan
terhadap ijazah palsu yang dilakukan olch calon,
penggantian pasangan calon dalam proscs
perbaikan syarat administrasi. pembelian suara
sccara massif. curt start kampanye, kampanye
hitam. melakukan politik uang menjelang hari H
pemungutan suara, penyelenggara pemilukada dan

pegawai negen sipil (PNS) vang tidak netral
sampai pencopotan anggota KPUD. Kerancuan
dalam rekapitulasi penghitungan suara. massa
yang tidak mau menerima hasil pemilukada
sampai penundaan pelantikan calon terpilih. disb.
Permasalahan tersebut berakhir dengan adanya
kekerasan yang mengarah ke anarkisme, misalnya
massa mengepung atau merusak  atan membakar
ban mobil atau membakar: mobil. kantor komisi
pemilihan umum dacrah (KPUD). gedung dewan
perwakilan rakvat dacrah (DPRD) vang ada
disckitar kejadian kerusuhan.

Berdasarkan fenomena di atas. maka tulisan
berikut ini akan membahas scjauhmana kckerasan
politik dan kerusuhan sosial dalam

penyelenggaraan pemilukada ditinjau dari sudut
pandang sosiologi vaitu dengan menggunakan
paradigma definisi sosial. sedangkan teon yang
digunakan adalah tcon
JurgenHabermas.

tindakan komunikasi

Berbicara mengenai kekerasan (violence)
berarti kita harus membicarakan terlebih dahulu
apa yang dimaksud dengan kekerasan. Douglas
dan Waksler (dalam Santoso. 2002, 11)
menjelaskan bahwa kekerasan digunakan untk
menggambarkan penlaku baik vang terbuka atan
tertutup dan baik yang bersifat menverang atau
bertahan vang discrtai penggunaan  Kekuatan
kepada orang lain. schingga Kckerasan dapat
diidentifikasi menjadi : (1) kekerasan terbuka,

*) Dosen Jurusan Adminisirasi Bisnis
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misalnya perkelahian: (2) kekerasan tertutup.

misalnya mengancam: (3) kekerasan agresif, misal

untuk mendapatkan sesuatu: (4) kekerasan
defensif, misal untuk perlindungan,

Mahatma Gandhi berpendapat bahwa
kekerasan bisa dihapus kalau kita tahu
penyebabnva. Penvebab kekerasan terletak pada
struktur vang salah. bukan pada aktor jahat di
pihak lain (Windhu dalam Santoso. 2002, 168).
Galtung (Windhu dalam Santoso. 2002:168)
menvatakan bahwa kekerasan didefinisikan
sebagal penycbab perbedaan antara potensial dan
vang aktual artinya apa vang bisa atau mungkin
diaktualisasikan harus dircalisasikan. Galtung
(Windhu dalam Santoso, 2002:169) juga
membedakan kekerasan personal dan kekerasan
struktural. Sifat kekerasan personal adalah
dinamis, mudah diamati, memperlihatkan
fluktuasi vang hebat vang dapat menimbulkan
perubahan. Sedangkan kekerasan struktural
sifatnya statis. memperlihatkan stabilitas tertentu
dan tidak tampak.

Lain halnva dengan Camara (2000:31-39)
yang menjelaskan bahwa ketidak-adilan adalah
sebuah kekerasan mendasar (kekerasan nomor ).
kemudian kekerasan nomor | itu memancing
kekerasan nomor 2 berupa pcmberontakan.
selanjutnva  kekerasan nomor 2 mengundang
datangnya kekerasan nomor 3 vailu berbentuk
represi. Proses dari ketiga kekerasan tersebut
seperti spiral karena kekerasan demi kekerasan
saling mendorong atau terpilin-pilin maka
terbentuklah Spiral Kekerasan.

Sedangkan Gurr dalam Istania (2009 3-4)

menganalisis terjadinva kekerasan politik vaitu

akibat terjadinya kesenjangan relatif.  Menurut

Gurr. ada tiga macam kategor kekerasan pada satu

wilayah ataupun bangsa berdasarkan magnitude

ataudaya rusaknya. vaitu:

a. Kerusuban, cin spontan, tidak terorganisir
dengan fingkai partisipasi populer cukup
besar. termasuk mogok berujung kekerasan.
kerusuhan. ¢lash politik. dan pemberontakan
lokal.

b. Konspirasi. ciri kekerasan politik
tcrorganisasi secara baik dengan partisipasi
ierbatas. terorisme skala kecil. perang gerlya
skala kecil. kudeta. dan pembangkangan
mililer.

¢. Perang internal, cin kekerasan politik
terorganisir rapih dengan partisipasi luas.
didesain menjatuhkan rejim atau
menghancurkan negara dan disertai dengan
kekerasan meluas. termasuk terorisme skala
besar dan perang gerilva. dan revolusi.
Selanjutnya studi vang dilakukan Gurr

(dalam Sunwandono, 2009:10), keckerasan iu
muncul scbagai akibat terciptanyva decprivasi
relatif. vakni terdapatnya kesenjangan antara
sesuatu vang diharapkan (expectation) dengan
sesuatu vang diperoleh (realities). Semakin lebar
jarak kesenjangan anlara ckspektasi dengan apa-
apa vang diperoleh akan semakin besar pula
peluang terjadinva kontlik dan kekerasan.

Lalu. bagaimana kckerasan (crutama
kckerasan politik yang terjadi di Indonesia
Lembaga pengkaji masalah sosial politik.
Internasional Crisis Group (ICG), mencatat sekitar
10% dari 200 pemilukada yang diselenggarakan
pada 2010 telah diwarnai aksi kekerasan. Misalnya
kekerasan vang terjadi di Mojokerto. Jawa Timur,
Tana Toraja di Sulawesi Sclatan dan Toli-toli di
Sulawesi Tengah. dlsb. Temuan lembaga ini
menunjukkan. kekerasan dalam pilkada antara lain
dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara
pemilukada vaitu KPUD dan Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) vang tidak independen
(partisan) dan tidak cerdas, serta konflik antar
peserta pemilukada.

Data dari Crisis Group Asia Report N°197
12010:1) menjelaskan bahwa jumlah kekerasan
vang terjadi dalam 224 pemilukada vang terjadwal
pada 2010 tidak sampai 10% (20 kasus kekerasan).
sedangkan sepanjang pemilukada 2003-2008
mencatat adal3 kasus kekerasan. Penvebab dan
kasus kckerasan terscbut antara lain. kemarahan
masvarakat atas politik kekerabatan (incumbent
mengajukan keluarga sebagai kandidat), buruknya
tata pemerintahan, termasuk kasus di Kabupaten
Kaur Bengkulu pada 27 Juni 2005, aksi kekerasan
terjadi ketika muncul kekecewaan dari pasangan
calon beserta pendukungnya vang kalah dalam
pilkada (scjak 2010 istilahnya menjadi
pemilukada). kemudian membakar kantor KPUD.
gedung DPRD. kantor Kecamatan Kaur Sclatan.
termasuk  menghancurkan dokumen-dokumen,
termasuk membakar ramah dinas Ketua DPRD.
Kantor Urusan Agama dan Dmas Pckerjaan
Umum. dlsb. Kekerasan juga terjadi dalam pilkada
di Kabupaten Tuban Jawa Timur. setclah
pelaksanaan pilkada pada 29 Apnl 2006, vaitu
pembakaran gedung-gedung milik  pemerintah
juga asset pribadi milik salah satu calon
(incumbent). penyebabnya ada calon yvang merasa
menang dan merasa di atas angin (ernvata kalah
oleh Jjncumbent, penycbab lainnya adalah
kekecewaan para elit lokal termasuk pengusaha
lokal vang sudah lama tcrmaginalkan olch
kelnarga incumbent (Marijan, 2007:4 & 6).

Sementara itu. hasil penelitian LIPT terhadap
pemilukada di 491 kabupaten/kota antara Juni
2005 hingga 2008. menemukan sckitar 10-13%
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pemilukada telah divwarnai aksi kekerasan. Konflik
vang muncul dalam pemilukada tersebut lebih
banvak karcna faktor ketidak-puasan terhadap
kepala daerah terpilih, yang diduga melakukan
prakick politik uang.

Sedangkan beberapa kasus keckerasan vang
muncul saat penyelenggaraan pemilukada sejak
2010, menurut data dari Crisis Group Asia Report
\"2197¢2010:25-27)y adalah:

Kasus di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa
Tenggara Barat (10 April 2010), massa dari bupati
incumbent (petahana) Zulkifli Muhadi dan
lawannya Andi Azisi saling mclempar batu sctelah
kelompok sang penantang mencoba menghalangi
konvoi rivalnya. Pendukung Andi berunjuk rasa
mempermasalahkan keaslian ijazah sang
incumbent. Pada tanggal 28 April, ratusan
demonstran bentrok dengan polisi ketika
mercka menuntut KPUD untuk menghentikan
proses rekapitulasi setelah berita kemenangan
sang incumbent mulai terhembus. Mereka terus
memintapolisi  untuk menyelidiki - keabsahan
ijazah Zulkifli. Ketika mercka hendak merangsck
ke dalam kantor KPUD. polisi menahan mereka
dengan hantaman tongkat dan tembakan
peringatan serta gas airmata.

Kasus di Kabupaten Flores Timur. Nusa
Tenggara Timur (12 Mei 2010). Ribuan warga
memblokir jalan menuju ibukota kabupaten di
Larantuka schinga anggota KPU pusat dan
propinsi tak bisa masuk kota. Mereka tadinya ingin
mengumumkan kebijakan menganulir keputusan
KPUD Kabupatcn Flores Timur yvang
mendiskualifikasi pencalonan incumbent
Simon Hayon. Para demonstran menuntut agar
proscs pemilukada diteruskan tanpa sang  bupati
dan merasa pihak pusat ingin menginiervensi
politik tingkat lokal. Pada tanggal 14 Meci 2010,
pendukung-pendukung Simon memaksa KPUD
untuk mengikuti keputusan KPU  vang  lcbih
tinggidanpolisi menemukan mercka membawa
bom Molotov. Pada bulan Juli 2010, KPU
memberhentikan empat dari lima orang
anggota dari KPUD yang menolak keputusan
KPU itun. Pada tanggal | November 2010,
KPUD baru dibentuk dengan dengan mandat
untuk melaksanakan pemilukada pada tahun
2011

Kasus di Kabupaten Konawe Selatan.
Sulawest Tenggara (12 Mei 2010). Ratusan
demonstran merusak kantor KPUD saat
proscs rckapitulasi  scielah mendengar  Kabar
bahwa incumbent Imran menang besar pada
pemilu tanggal 8 Mci 2010. Mereka menuduh sang
bupati iclah menyalahgunakan jabatan dan
membagi uang kepada pemilih. Pada

bulan Juni, lawan politik Imran membawa
kasus ke MK vang mecmutuskan perio
dilakukan pemilihan ulang namun Imran
tidak didiskualifikasi. Dalam pemilihan
ulang 11 Juli 2010, sang mecumbent malahan
mendapatkan suara yvang lebih banyak dan ini
memicu protes vang lebihbesarpadatanggal 1 9
Juli 2010 wvang berakhir dengan bentrok
antar pendukung.

Kasus di Kota Sibolga. Sumatra Utara (15
Mei 2010). Empat Kantor Kecamatan yang
menyimpan kotak-kotak suara dibakar dua hari
sctelah pemungutan suara tanggal 13 Mei
2010 yang diwarnai pertarungan antara wakil
bupati Afifi Lubis dan mantan anggota DPR Syarfi
Hutauruk yang berpasangandengan mcnan tu
bupati vang tak dapat maju lagi. Pendukung Afifi
menuduh sang bupati memakai jabatannya untuk
menghalangi-halangi  pencalonan wakilnya it
namun protes ini hanva terdengar sctelah guick
couni meramalkan Svarfiunggul.

Kasus di Kabupatcn Bengkavang.
Kalimantan Barat (12 Mei 2010). Warga merusak
kantor KPUD dan Pamwaslu setelah mercka
mendengar laporan scmentara vang
mengindikaskan kemenangan untuk Suryadman
Gidol pada pemungutan suara tanggal 19 Mei 2010
padahal wakil bupati itn divakini melakukan
tindakan korupsi. Pada tanggal 18 Mei 2010,
scorang pendukung Survadman teriangkap tangan
membagikanunang kepada pemilih.

Kasus di Kabupaten Ketapang. Kalimantan
Barat (21 Mei 2010). Scbuah mobil milik
KPUD dibakar orang tak dikenal sctclah ada
berita yang meramalkan Yasir Ansyari. putra
bupati vang tidak bisa maju lagi. gagal
mendapatkan 30 persen dari suara vang
dibutuhkan untuk mencegah putaran kedua walau
ia unggul dari calon-calon lainnya. Dalam putaran
kedua, Yasir kalah dani Henrikus vang scbenarnva
menempati urutan kedua di putaran pertama.

Kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan,
Sumatera Utara (24 Mei 20 10). Polhisi melontarkan
gasairmatadantembakan peringatan ke udara
setelah demonstran menverang mercka dengan
batn. Mercka menuntut penghentian acara misi
visi karena jagoan mereka tak diloloskan sciclah
terjadi suatu kebingungan terhadap kcabsahan

dukungan partai. Ada dua pihak yang
mengatasnamakan Partai Peduli Rakyal

Nasional (PPRN) vang mendukung dua calon
vang berbeda. sang incumbent dan bakal
calon vang tidak lolos itu. KPUD menerima
pendukungan PPRN untuk incumbent dan
memutuskan calon vang lain gagal memenuhi
syarat dukungan.
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Kasus di Kabupaten Manggarai Barat. Nusa
Tenggara Timur (9 Juni 2010). Polisi
menembakkan pelurn karet ke demonstran
yang menuntut penghentian proses rekapitulasi
yang dilakukan KPUD scielah terjadi kerancnan
penghitungan suara di kecamatan Sano Nggoang.
Pada saat 1tu. laporan scmcntara menyebutkan
wakil bupati Agustinus Dula unggul di
pemungutan suara tanggal 3 Juni 20 10,

Kasus di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara
(10 Jum 2010). Ratusan pendukung scorang
calon menghalangi kepergian bis-bis vang
mengangkut 150 mahasiswa ketika mcrcka
ingin keluar dari wilayah kabupaten scielah ikut
pemungutan suara tanggal 9 Jum 2010, Para
pendukung tersebut menuduh bupati jncuntheni
Mangindar Simbolon telah membayar mahasiswa
mahasiswa tersebut untuk menjadi pemilih gelap
walau scbenarnya mahasiswa-mahasiswa tersebut
merupakan penduduk  Samosir vang tengah
mencmpuh studi di Medan. Sang bupati
mengaku mengongkosi perjalanan mercka
kembali ke kampung halaman.

Kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Riau Islands (11 Juni 2010). Decmonstran ant
incumbeni melempar batn ke scbuah gedung
vang dipakai KPUD untuk melakukan rekapitulasi
setelah pemungutan suara tanggal 26 Mei 2010,
Mereka meruntuhkan pagar ketika mereka
memaksa masuk gedung pertemuan itu, Proses
penghitungan vang lambat terjadi karena
menunggu datangny semua kolak suara ke tangan
KPUD darn berbagai tempat di kabupaicn
pemckaran 1m vang terdini dari pulau-pulau
terpencil vang memiliki infrastruktur vang buruk.
Padahal. berita balwva bupati incumbent Tengku
Mukhtaruddin (elah menang sudah tersebar
beberapa jam sctclah pemungutan suara.
Unjuk rasa sudahberlangsung sejak tanggal 2 7
Mei 2010 menuduh bupati melakunkan
penggelembungan suara dan menuntut  hasil
pemilu dibatalkan. Intensitas terus bertambah
seitring lambannva proses penghitungan
vang memicu kecurigaan.

Kasus di Kabupaten Gowa. Sulawesi Sclatan
25 Juni dan A gustus-September 2010. Pendukung
calon penantang Andi Maddussila memprotes
sualu ramalan kemenangan untuk bupati
incumbent Ichsan Limpo vang keluar dua har
setelah pemungutan suara. Mereka menuduh
Ichsan memakai ijazah palsu dan menyandera
scorang pendukung sang bupati vang
mengakibatkan kelompok lawan untuk melakukan
seranzan balasan Kedua kubu saling lempar batu
sampai polisi berusaha melerai. Kejadian-kejadian
bermunculan sccara sporadis termasuk

pembakaran bis. bangunan dan Kantor cabang
Golkar olch orang-orang tak dikenal scria
perkelahian antar pendukung setelah incumbent
dilantik tanggal 14 Agustus 2010 vang meletup
hingga bulan September. Keluarga Limpo
adalah kelnarga vang dominan dalam perpolitikan
Sulawest Selatan. Kakaknya [chsan. Syahrul
Limpo. adalah guberner Sulawest Sclatan
sedangkan saudara-saudaranva vang lain
menduduki kursi di DPRD . Mercka sebagianbesar
berasal dari Partai Golkar,

Kasus di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Malukn (20 Juli 2010). Pendukung bupati
Abdullah Vanath dan lawannya Mukt Keliobas
vang menjabat ketua DPRD berbaku hantam di

jalanan selelah sang imcwmbent menang mutlak

pada pemungutan suara 7 Juli 2010, KPUD
menolak permintaan sang penantang untuk
penghitungan ulang di pulau terpencil Gorom
dimana penyelenggara pemilu ditenggarai
telah menggelembungkan suara. Namun. Mukt
melapor ke KPU propinsi vang akhirnva
memerintahkan KPUD untuk memenuh tuntutan
itn. Ketika KPUD memutuskan untuk (ak
menggubrisnva. pendukung Mukti menyerang
markas lawan dan membakar kantor-kantor
pemerintahan. Pada bulan Agustus 2010, MK
menolak wntutan penghitungan ulang itn dan
memastikan kemenangan Vanath.

Kasus di Kotawaringin Baral. Kalimantan
Tengah 23-24 Seplember 2010, Pendukung
Sugianto Sabran mengamuk setelah kelnarnva
Keputusan MK untuk menganulir kemenangan
calonnya dalam pemungutan suara 5 Jum 2010
karena MK menganggap (erjadi usaha pembehan
suara vang massil. MK dalam putusannya juga
menclapkan bupati incumbent Ujang  Iskandar
sebagai pemenang dan langkah ini memicu
tuduhan suatu konspirasi dari Jakarta untuk
menggagalkan gerakan pro-perubahan di dacrah
itu. KPUD menolak untuk mengeksekusi
keputusan tertanggal 7Juli 2010 di tengah
meningkatnva ketegangan di dacrah itn dan ini
membuat KPU Pusat memberi peringatan kepada
KPUD pada tanggal 22 September 2010.
Keputusan kedua vang berasal dan Jakarta ini
memperkuat persepsi balwa  kekuatan  pusat
sedang mengintervensi urusan dacrah dan
memicu pembakaran monumen Adipura
vang berada di ibukota Kabupaten. Lembaga-
lembaga sctempat menolak  melaksanankan
keputusan MK itu karena taknt menjadi target dari
kemarahan kelompok Sugianto schingga
dacrah itu dipimpin scorang penjabat sementari
sampai sckarang vang tak memiliki hak
menentukan anggaran. Pejabat di dacrah tclah

1
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meminta Menteri Dalam Negeri untuk
melaksanakan keputusan MK namun ia masih
enggan. Inilah satu-satunya kasus kekerasan yang
diakibatkan putusan MK pada tahun 2010.

Kasus di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara
Barat (24 Oktober 2010). Sebuah bom
meledak di kantor KPUD tengah malam, beberapa
jam setelah polisi mendorong mundur demonstran
vang menggugat kemenangan bupati petahana
Ferrv Zulkarnain secara sporadis. Salah satu
anggola tim sukses dari sang bupati divonis
telah melakukan pembelian spara lima han
scbelum pelantikan tanggal 9 Agustus. Pengadilan
memutuskan Ferry tidak terlibat dalam tindak
pidana tersebut.

Kasus di Kabupaten Karo. Sumatra Utara (1
November 2010). Ratusan orang membakar ban
di jalan dan melempar batu ke arah hotel dimana
KPUD sedang melakukan rekapitulasi setelah
pemungutan suara tanggal 27 Oktober. Para
demonstran itu menuntut pemilu ulang dan
menuduh kedua calon yang mendapatkan suara
terbanyak telah melakukan pembelian suara. Polist
melontarkan gas air mata dan menggunakan
tongkat untuk membubarkan massa. Pada tanggal
6 November, sebuah gedung pemerintahan dibakar
ditengah malam. Sengketa ini telah dibawa ke MK
schingga putaran kedua menjadi tertunda.

Uniuk membahas kasus-kasus kckerasan
politik dalam pemilukada seperti yang dijelaskan
di atas. Ada tiga paradigma dalam sosiologi vang
dipakai dalam membahas kasus tersebul, yaitu
scperti pandangan Ritzer (2003: 13-83): 1)
paradigma fakta sosial yang menyatakan bahwa
struktur vang terdalam masvarakat mempenganihi
individu, 2) paradigma definisi sosial yang
menvatakan bahwa pemikiran individu dalam
masvarakal mempengaruhi struktur vang ada
dalam masyarakat. 3) paradigma perilaku sosial
vang menyatakan bahwa perilaku keajegan dari
individu vang terjadi di masyarakat merupakan
suatu pokok permasalahan, dalam hal ini interaksi
antarindividu dengan lingkungannva akan
membawa akibat perubahan perilaku individu
vang bersangkutan. Dengan demikian paradigma
vang dipakat dalam membahas Kkasus-kasus
kekerasan tersebut adalah menggunakan
paradigma deflinisi sosial dan teori yang digunakan
adalah tcon tindakan komunikasi dari Jurgen
Habermas.

Pandangan Habermas (1990: 124-153),
balwa politik dapat dirasionalisasikan vang
terwujud dalam upaya membangun masyarakat
atas dasar hubungan antar pribadi yang merdeka
dan memulihkan peran manusia sebagai subyek
vang mengatur sgjarahnya. Hal ini sejalan dengan

pandangan Weber (1969) dalam Siahaan (1983 :
218 -220)., bahwa undakan sosial scscorang
dipengaruhi oleh zweck rational. vaitu tindakan
sosial vang mendasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan manusia vang rasional di dalam
merespon kondisi eksternalnya (termasuk
tanggapan terhadap orang lain di luar dirinya
dalam upaya mencapai fujuan yang maksimal
dengan pengorbanan yang seminimal mungkin,
Sedangkan tindakan komunikatif mecnurut
Habermas (1971:33) adalah ttik tolak krtik-kritik
rekonstruksinya teori rasionalitas Weber, bahwa
ada tindakan dasar manusia vang diarahkan olch
norma-norma vang discpakati bersama
berdasarkan harapan timbal balik antara subyck
yvang saling berinteraksi. Kemudian dengan
asumsi bahwa masvarakat pada hakekatnva
bersifat komunikatif. Habermas (dalam Hardiman.
1993:116) dengan paradigma Komunikasi
mengutamakan peranan struktur-struktur
komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat.
Sejak pemilukada digelar di kabupaten/kota di
Indonesia, kerusuhan dan kekerasan acapkali
terjadi atau bahkan sudah menjadi bagian integral
dari pelaksanaan pemilukada. Kondisi tersebut
disebabkan karcna penvelenggara pemilukada
(KPUD) tidak melakukan komunikasi dua arah
yvang efektif dengan pcserta
pemilukada/calon/kandidat. schingga terjadi
kemacctan komunikasi bahkan KPUD dapat
dikatakan merupakan lembaga vang super body.
Hal ini menyecbabkan massa pendukung
calon/kandidat melakukan protes dengan cara
berdemonstrasi bahkan sampai menjurus ke arah
kerusuhan sosial karena sudah tidak ada lagi
ruang untuk berdialog dan vang ada hanya
informasi-informasi vang tidak jelas. Dengan
demikian  kerusuhan sosial dapat dikatakan.
scbagai akibat ketidak-dewasaan rakyat dalam
menyikapi suatu komunikasi yang macel, yang
sekaligus menggambarkan level rasionalitas
pelakunya dalam merespon kondisi tersebut.

Di sisi lain. Habermas (dalam Hardiman,
2009:128) menjclaskan bahwa ruang publk
(public sphere) memiliki peran yang cukup berarti
dalam proses berdemokrasi. Ruang publik
merupakan ruang demokratis atan wahana
diskursus masvarakat. agar warga negara dapal
menyatakan opini-opini. kepentingan-
kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mercka
secara diskursif, sebab rang publik merupakan
syaral penting dalam demokrasi. Habermas (dalam
Hardiman, 2010: 183) juga menjelaskan bahwa
ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi
mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga.
Selain itu, ruang publik mermpakan wadah yang
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mana wargancgara dengan bebas dapat
menyatakan sikap dan areumen mereka terhadap
negara atau pemerintah. Ruang publik bukan
hanya sckedar fisik. maksudnya sebuah institusi
alau organisasi vang legal. melainkan adalah
komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus
bersifat bebas. terbuka. transparan dan tidak ada
inlervensi pemerintah atau otonom di dalamnya.
Ruang publik itu harus mudah diakses semua
orang. Dalam konicks pemilukada. rakyat vang
terlibat dalam hingar bingarnya peristiwa politik
masih scbatas scbagai objek bukan subjek. tentu
tingkat partisipasi rakyat sangat rendah karcna
posisinya hanva scbagai pelengkap dalam
peristiwa politik bahkan sangat sulit
mengembangkan rasionalitas dan tindakan
komunikatifnya dan cenderung tidak otonom jika
dibandingkan dengan kandidat yvang sangat
dominan dan dikuasai olch kapitalistuk. Dengan
demikian rakyat yang terlibat dalam pemilukada
jika dikaitkan dengan  fcori masyarakal
komunikatif Habermas. ternvata rakyat tidak
memiliki  power reflective yvang memadai.
Akibatnya rakvat tidak mampu untuk bertindak
secara otonom dalam ruang politik yang
seharusnya dapat menciptakan kesepahaman bagi
kepentingan bersama untuk melahirkan scbuah
konsensus. Dengan demikian konsensus hanya
dapat dilahirkan jika rakvat mampu
mengembangkan masvarakat komunikatif yang
memilikiotonomi.

k.

Dengan menggunakan paradigma sosial dan
pandangan dari Habermas maka kekerasan politik
dan kcrusuhan sosial dalam pemilukada
berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa
telah terjadi ketidakseimbangan/kemacetan
komunikasi antar lintas stake holder politik yang
akhirnya menimbulkan kekerasan yang menjurus
ke anarkisme secara struktural, tetapi bagi
kandidat hal i mempakan bagian dari solusi
politik. karena beberapa fakta menjelaskan bahwa
premanisme lebih efektif dan kampanye termasuk
pemaksaan kehendak.

Oleh karena itu. berdasarkan teori Habermas,
maka konsep masvarakat komunikatif menjadi
alternatif vang mampu melahirkan konsensus baru
vang harus ditaati dalam proses politik untuk
menguraikan kekerasan dan kerusuhan  sosial
dalam pemilukada
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